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ABSTRAK

Dewan pengawas syariah atau yang biasa disingkat dengan DPS
merupakan suatu badan/independen yang ditempatkan oleh dewan syariah
nasional pada lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para
pakar dibidang syariah muamalah yang memiliki pengetahuan umum dibidang
perbankan. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran
kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah (LKS) agar
sesuai dengan prinsip syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dewan pengawas
syariah di BMT Sabilil Muttagien Gisting, Tanggamus dan untuk mengetahui
bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja
operasional di BMT Sabilil Muttagin Gisting, Tanggamus.

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif deskriftif, dimana pengumpulan
datanya menggunakan metode observasi, wawancaradan dokumentasi. Teknik
analisis data menggunakan data reduction(reduksi data), data display (peyajian
data) dan conclusion drawing (verifikasi) dengan menggunakan triangulasi teknik.
Sebelum menganalisis data, data yang ada dikelompokkan berdasarkan jenisnya
masing-masing kemudian dianalisa dengan menggunakan suatu metode untuk
memaparkan dan menafsirkan data yang ada. Setelah data dianalisa, kemudian
peneliti mengambil kesimpulan-kesimpulan dengan berfikir induktif yaitu
berangkat dari kesimpulan-kesimpulan khusus kemudian ditarik menjadi semua
kesimpulan umum.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa: pertama, tugas Dewan
Pengawas Syariah di BMT Sabilil Muttagien Gisting Tanggamus sudah terlaksana
dengan baik. Hal tersebut bias dilihat dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh
dewan pengawas syariah: menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas
pedoman operasional dan preduk yang di-keluarkan bank; mengawasi proses
perkembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DPS-DSN; meminta
fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap
mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
dan meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja bank
dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Kedua, dewan pengawas syariah di BMT
Sabilil Muttagien gisting memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja
operasional, akan tetapi peran tersebut belum optimal. Hal tersebut terjadi karena
DPS yang seharusnya secara rutin dan aktif melakukan pengawasan terhadap
BMT Sabilil Muttagien akan tetapi pengawasan tersebut hanya dilakukan ketika
BMT tersebut memiliki masalah.

Kata Kunci: Peran Dewan Pengawas Syariah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Analisis Dewan Pengawas Syariah dalam

Meningkatkan Kualitas Kinerja Operasional di BMT Sabilil Muttagien

Gisting Tanggamus” agar menghindari kesalah pahaman, maka perlu

adanya penegasan judul tersebut.

1. Analisis adalah menyediakan suatu peristiwa (karangan, perbuatan,
dsb), untuk mengetahui apa sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.”

2. Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok
orang dalam sesuatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang
dalam suatu peristiwa.?

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah-tokoh kunci yang menjamin
bahwa kegiatan “operasional “bank atau lembaga keuangan syariah
sesuai dengan prinsip syariah. Pembinaan dan pengawasan khusus
dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah sekaligus bertujuan
untuk mengupayakan pemurnian bank dan lembaga keuangan syariah

agar benar-benar sejalan dengan jiwa ketentuan syariat islam yang

Poerdawarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 37
’Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1051



harus dimulai dari menefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang di tempatkan pada lembaga Keuangan Syariah.?

4. BMT adalah Kependekan kata Badan Usaha Mandiri Terpadu atau
Baitul Mal wat Tanwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang

beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah®.

B. Latar Belakang Masalah

BMT atau Baitul Mal Wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro
(LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai
namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: 1. Baitul tamwil (rumah
pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha
produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha
mikro dan kecil dengan antara lain mendororng kegiatan menabung dan
menunjang pembiayaan keiatan ekonomi. 2. Baitul mal (rumah harta),
menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan
distribusinya seseuai dengan peraturan dan amanahnya. °

Tujuan utama didirikannya keuangan Islam ialah untuk
menjalankan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta
membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh
agama Islam. Dasar pemikiran dikembangkannya lembaga keuangan

islam, khususnya di Indonesia yaitu bertujuan untuk memberikan

h.8

473.

Ghufron Safiniah, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah, (Jakarta: Renais, 2007),
*Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h.

SAndri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana

Prenadamedia Group, 2009), h. 446.



pelayanan kepada masyarakat Indonesia secara umum, bukan hanya kaum
muslimin saja tetapi seluruh komponen bangsa, dengan alasan bahwa bank
di Indonesia menggunakan sistem Bungan riba yang sangat jauh dari nilai-
nilai keadilan.’

Dalam lembaga keuangan syariah yang selanjutnya disebut LKS
memiliki aturan yang lebih khusus dibanding lembaga keuangan
konvensional. Diantara aturan tersebut yakni adanya keharusan
melaksanakan kepatuhan syariah, terdapat akad yang terdapat dalam
produk-produk di lembaga keuangan syariah. Pelaksanaan kepatuhan
syariah di LKS harus senantiasa di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah
(DPS).

Di bawah naungan Majlis Ulama Indonesia (MUI), maka
dibentuklah™ Dewan Pengawas Syariah (DPS), suatu lembaga yang
bertugas mengeluarkan fatwa serta secara mutlak dalam setiap kegiatan
berbasis syariah, memberi aturan, juga sanksi bagi yang melanggar.’

Dewan pengawas syariah itu sendiri merupakan suatu
badan/lembaga independen yang ditempatkan oleh dewan syariah nasional
pada lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para
pakar dibidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum

dibidang perbankan.?

®Budi Kolistiawan, “Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN” Jurnal Mugtasid 8 (1), 2017, h. 80

"Komunitas Ekonomi Syariah, “Istilah Perbankan, Asuransi, Dan Pasar Modal
Syariah Plus Zakat”, Kamus (Jakarta: Shahih, 2016), h. 20.

8zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2005), h.
106.



Dewan pengawas syariah dalam lembaga keuangan syariah
menduduki posisi yang sangat kuat, menurut pasal 109 undang-undang no.
40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa perseroan yang
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai
dewan komisaris wajib mempunyai dewan pengawas syaria. (pasal 1),
dewan pengawas syariah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi
majelis ulama Indonesia. (pasal 2), dewan pengawas syariah sebagai mana
dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada
direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip
syariah (pasal 3).

Kemajuan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari
dewan pengawas syariah (DPS) yang ada pada bank syariah yang bertugas
mengawasi kinerja pihak manajemen bank agar tidak menyimpang dari
syariat islam. Hal tersebut dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an sebagai

berikut:
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Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang
dilakukan dengan suka sama suka diantara kalian; (Q.S An-Nisa: 29)°

BMT Sabilil Muttagien merupakan salah satu lembaga keuangan
syariah yang dibentuk berdasarkan rapat pembentukan BMT Sabilil
Muttagien pada tanggal 11 januari 2003. BMT Sabilil Muttagien juga
memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai kelengkapan operasionalnya
serta untuk memastikan kinerja dari perusahaan pembiayaan syariah
tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bukti adanya
Dewan Pengawas Syariah di BMT Sabilil Muttagien bisa dilihat pada
gambar bagan 01.

DPS adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi
operasional dan praktik LKS agar tetap konsisten dan berpegang teguh
kepada prinsip syariah. Pedoman dasar DSN (bab Il ayat 5)
mengemukakan, dewan’ pengawas syariah adalah badan yang ada
dilembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan

keputusan dewan syariah nasional di lembaga keuangan syariah.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro,
2005), h. 65.



Gambar 01. Struktur Organisasi BMT Sabilil Muttagien
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Sementara itu, pedoman rumah tangga DSN (pasal 3 ayat 8)
menegaskan, untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga

keuangan syariah dibentuk dewan pengawas syariah, disingkat DPS,



sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang
bersangkutan. DPS, sebagaimana diatur dalam PBI No. 6/24/PBI1/284
adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam

kegiatan usaha LKS.%

Selain sebagai pengawas, Dewan Pengawas Syariah juga berperan
sebagai advisor, yaitu pemberi nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta
konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk
persaingan global. Sebagai marketer, yaitu sebagai mitra strategis untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas industry LKS melalui komunikasi
massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi public sebagai
penyiapan._ SDM, dan peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan
kemasyarakatan (public.realiationship). Sebagai supporter, yaitu pemberi
berbagai. support. dan dukungan baik networking, pemikiran, motivasi,
do’a dan lainnyatuntuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah.
Sebagai player, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik
sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpanan/investor maupun
mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.

Fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan syariah
di Baitul Mal wa Tanwil di Indonesia adalah peran vital DPS belum
berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari apa yang semestinya
mereka jalankan. Banyak dari mereka tidak berperan sama sekali dalam

mengawasi operasional lembaga keuangan syariah. Salah satu contohnya

0 Abdul Mujib “ Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah Di Wilayah Jawa Tengah” Jurnal Az Zarqa’ Vol. 9, No 1 (Juni 2017), h. 134



adalah DPS yang seharusnya secara rutin dan aktif melakukan pengawasan
terhadap BMT Sabilil Muttagien akan tetapi pengawasan tersebut hanya
dilakukan ketika BMT tersebut memiliki masalah.

Belum optimalnya peran DPS di perbangkan syariah sering
dihubungkan dengan kualitas dan kinerja DPS yang dianggap kurang
memahami sistem dan mekanisme operasional perbankan syariah, karena
DPS ditempatkan hanya dalam kapasitasnya sebagai ulama yang memiliki
kharisma dan ahli dalam ilmu fikih saja.**

Oleh sebab itu, Peran dewan pengawas syariah harus betul-betul
dioptimalkan, sebab akan sangat mengkhawatirkan jika dalam prakteknya
lembaga keuangan syariah tersebut belum sesuai dari ketentuan syariah,
sehingga citra dan kredibilitas lembaga *keuangan.. syariah dimata
mastarakat ~menjadi ‘negatif ~dan dapat - menurunkan kepercayaan
masyarakat atas lembaga keuangan yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian langsung sehingga kajian utama yang akan dibahas dalam judul
ini adalah : ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA
OPERASIONAL DI BMT SABILIL MUTTAQIEN GISTING

TANGGAMUS.

' Ruslan Abdul Ghofur, “ Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk
Perbankan Syariah Di Indonesia” Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3 (Juni 2015), h. 504



C. Fokus Penelitian
Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih focus, sempurna,
mendalam dan lebih terarah, penelitian memandang permasalahan
penelitian yang diangkut perlu diberikan batasan variabelnya. Oleh karena
itu, penulis membatasi diri dengan hanya mengkaji tentang peran dewan
pengawas syariah dalam meningkatkan kualitas Kinerja operasional di
BMT Sabilil Muttagien Gisting, Tanggamus.
D. Rumusan Masalah
Sebelum membahas rumusan masalah disini penulis akan
mendefinisikan apa yang dimaksud dengan masalah itu. Masalah dapat
diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang
benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan
pelaksanaan.*?
Atas dasar latar belakang di atas, rumusan masalah yang muncul
untuk mendapatkan jawaban penelitian ini adalah :
1. Bagaimana tugas Dewan Pengawas Syariah di BMT Sabilil
Muttagien?
2. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan
kualitas Kinerja Operasional di BMT Sabilil Muttagien?
E. Tujuan Penelian
Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan agar proses

peneletian ini menjadi terarah dan tidak terjadi kesimpang siuran dalam

23ugiono, Metode Penelitian Kombinasi (mixed method), (Bandung: Alfabeta,
2017), h 56
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mencari dan mengumpulkan data yang ada pada lapangan. Tujuan yang

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tugas Dewan Pengawas Syariah di BMT Sabilil
Muttagien Gisting, Tanggamus

2. Untuk mengetahui bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam
meningkatkan kualitas kinerja operasional di BMT Sabilil Muttagien

Gisting, Tanggamus.

. Manfaat Penelitian

Selain  memiliki tujuan yang telah direncanakan, penulis
mengharapkan ini berguna bagi pihak-pihak terkait, adapun manfaat dari
penelitian ini adalah:

1., Secara Teoritis
Penelitian . ini bisa memperkaya dan memperkuat teori-teori yang
berkaitan dengan peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan
kualitas kinerja operasional di BMT.
2. Secara praktis
a. Sebagai wawasan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis
terutama mengenai peran dewan pengawas syariah.
b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui peran dewan
pengawas syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja operasional

di BMT Sabilil Muttagien .
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c. Sebagai masukan BMT Sabilil Muttagien tentang pentingnya peran
dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kualitas Kkinerja
operasional.

G. Metode Penelitian
1. Sifat Dan Jenis Penelitian
a. Jenis Dan Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif. Menurut Libarkin C. Julie dan
Kurdziel P. Joshepha dalam penelitian kualitatif yaitu prosedur
penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.
Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas,
nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta: Kualitas, nilai atau
makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik,
bahasa atau kata-kata. Qualitative researchis an unconstrained
approach to studying Phenomena.™
Alasan digunakannya pendekatan ini yaitu karena penulis
ingin lebih memahami secara mendalam tentang imlementasi
manajemen strategi dalam peningkatan mutu pondok pesantren.
Selain itu penelitian ini juga disusun dengan sifat kontekstualisasi,

maksudnya penelitian ini hanya bisa dilakukan pada fenomena ini

BMuh. Fitrah & Lutfiah, Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan
Kelas & Studi Kasus, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 44
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saja serta tidak dapat dipakai secara geberalisai seperti pada
penelitian kuantitatif.
b. Sifat Penelitian
Menurut sifatnya, penelitian ini menggunakan jenis
penelitian deskriftif. Penelitian deskriftif adalah suatu metode
penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-
fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang
lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau
pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan
suatu kondisi apa adanya. Penggambaran kondisi bisa individual
atau menggunakan. angka-angka.** Penelitian deskriptif yang
peneliti  maksud adalah penelitian  yang _.menggambarkan
mekanisme dalam  membahas dan -menganalisis peran dewan
pengawas syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja operasional
di BMT Sabilil Muttagien, Gisting, Tanggamus.
2. Sumber Data
Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Pada
penelitian ini, penlis membaginya dalam dua sumber yaitu:
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh dari secara langsung

dari informan atau objek penelitian. Informan ditentukan

% 1bid, h. 36
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berdasarkan masalah yang diteliti. Sumber data primer mencakup
subjek dalam penelitian.
b. Data Sekunder
Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga
menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari
literatur atau bacaan yang relevan.
3. Metode Pengumpulan Data
Sebagai bahan penyusunan dan pembahasan teknik
pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah
menggunakan beberapa metode yaitu:
a. Metode Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai
ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu
wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu
berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada
orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno Hadi
(1986) dalam Sugiyono mengemukakan bahwa observasi
merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang
tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara
yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila,

penelitian berkenan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-
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gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.”
Dengan menggunakan metode ini, peneliti mengadakan
pengamatan secara langsung terhadap kinerja Dewan pengawas
syariah dalam meningkatkan kinerja operasional di BMT Sabilil
Muttagien.
b. Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat
digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana
dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) suatu kejadian atau
suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan
sumber informasi atau -orang yang diwawancarai (interviewee)
melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa
wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara
pewaawancara dengan sumber informasi, dimana pewawncara
bertanya langsung mengenai suatu objek yang diteliti dan telah
dirancang sebelumnya.*®

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai ketua DPS dan
karyawan BMT Sabilil Muttagien .

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan

>Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), h. 196
A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan,
(Jakarta: Kencana, 2014), h. 372
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misalnya tatan harian, sejarah kehidupan (life historis), cerita,
biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar,
misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang
berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar,
patung, film, dan lain-lain. Studi merupakan pelengkap dari
penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian
kualitatif.'’

Pada metode dokumentasi peneliti akan menggunakan
dokumen-dokumen atau laporan yang ada di BMT Sabilil
Muttagien.

4. Populasi dan sample Penelitian
a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan
benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah
yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi

seluruh karakteristiik sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek

YIbid, h. 293



16

itu.’® Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam
penelitian ini adalah 10 anggota struktur BMT Sabilil Muttagien.
b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti
tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi,
misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peduli
dapat menggunakan sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari
dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk
populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul -
betul refresentataif (mewakili)."

Berdasarkan penentuan jumlah sampel dan sampling
menurut Suharsimi: Arikunto: jika subyek <100, lebih baik diambil
semua sehingga penelitiannya. merupakan penelitian populasi.
Sehingga, jika jumlah subyeknya besar atau >100, dapat diambil
10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.?’ Sehingga pada penelitian
ini didapat sampel 10 orang dari populasi 10.

5. Pengolahan Data
Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, penieliti dalam

mengelola datanya menggunakan beberapa metode :

Ibid, h. 119.

 1bid, h. 120

2% Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 300
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a. Editing (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang
terkumpul sudah lengkap, sudah bener, sudah sesuai atau relevan
dengan masalah.

b. Klarifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis dan
penggolongannya setelah diadakan pengecekan.

c. Interprestasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil akhir
presentase yang diperoleh melalui observasi  sehingga
memudahkan  peniliti  untuk  menganalisis dan  menarik

kesimpulan.?

6. Analisis data

Analisis data adalah- proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,
dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam unit-
unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga
mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.?? Berdasarkan
pengertian tersebut maka, analisis data ini sendiri dilakukan dengan
tiga cara yaitu :

a. Data Reduction (reduksi data)
Reduksi data adalah data yang dapat dari lapangan yang cukup

banyak kemudian merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

154,

ICholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.

223ygiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan

R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 335.
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memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya
dan membuang yang tidak perlu.
b. Data Display (penyajian data)
Penyajian data pada penilitian kualitatif bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katogeri, flowchart
dan sejenisnya. Diharapkan dengan melakukan penyajian data
dapat memperoleh gambaran tentang peran Dewan Pengawas
Syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja operasional di BMT.
c. Conclusion Drawing /Verification
Verifikasi dalam teknik analisis data merupakan penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan

data berikutnya: %

23 |bid 338-345
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A. Dewan Pengawas Syariah
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah
Dewan pengawas syariah atau yang biasa disingkat dengan

DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran
kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan
syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan DPS
hanya terdapat pada perusahaan yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan -prinsip syariah, seperti bank syariah,
asuransi syariah, koperasi syariah, lembaga pembiayaan syariah,
dan lain-lain.

2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah
Sekitar tahun 1990-an pemerhati dan umat islam di Indonesia
terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tubuh dan
berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama dengan
institusi lain, terutama bank Indonesia memberikan respon positif
dan bersifat produktif. Salah satu hasilnya ialah kelahiran Bank
Muamalah Indonesia 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang
berlandaskan pada prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya.

Kelahiran bank syariah kemudian diikuti oleh bank-bank lain, baik

“Dewan Pengawas Syariah”, (Online), tersedia di :https://kukm.gunungkidulkab.go.id/be
rita-92/dewan-pengawas-syariah.html, diakses (2 juli 2019).


https://kukm.gunungkidulkab.go.id/berita-92/dewan-pengawas-syariah.html
https://kukm.gunungkidulkab.go.id/berita-92/dewan-pengawas-syariah.html
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yang berbentuk full france maupun yang hanya berbentuk divisi

atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan, lembaga keuangan

lainnyapun seperti asuransi dan lembaga investasi yang berbasis
syariah terus bermunculan.

Untuk dapat meningkatkan hikmah dan memenuhi harapan umat

yang demikian besar, MUI pada februari 1999 telah membentuk

DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hokum islam

(fugaha) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan,

baik bank maupun non bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-

tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat.

Disamping itu mereka  bertugas antara lain untuk menggali,

mengkaji, merumuskan nilai dan prinsip hukum islam (syaiah)

untuk dijadikan pedoman ‘dalam kegiatan transaksi di lembaga
keuangan syariah.

Oleh karena itu, struktur ‘pengawasan dalam perbankan syariah

terdiri atas hal berikut ini:

1) Sistem pengawasan internal, yangterdiri atas unsur-unsur rapat
umum pemegang saham (RUPS), dewan komisaris, dewan
audit, dewan pengawas syariah (DPS), direktur kepatuhan dan
skai-internal syariah review. Sistem pengawasan internal lebih
bersifat mengatur kedalam dan dilakukan agar ada mekanisme

dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen.
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2) Sistem pengawasan eksternal, yang terdiri atas unsur bank
Indonesia, akuntan publik, dewan syariah nasional (DSN) dan
stake holder. Sedangkan pengawasan eksternal pada dasarnya
untuk memenuhi kepentingan nasabah dan kepentingan publik
secara umum.?

3. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah
Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan
implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah dalam QS. At-

Taubah 9: 105

il e ) 553 6 sheially Al s a&le A 5Tl 1ile ) Ui
Artinya: “dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-

Nya serta_orang mu 'min akan melihat pekerjaan itu dan kamu

akan dikembalikan kepada (-Allah) yang mengetahui akan yang

ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang
telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah:105).3
Sedangakan dasar hukum Dewan Pengawas Syariah

menurut peraturan bank Indonesia:

’Fadilah Aziz, “Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Syariah
(Studi: Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makasar), (Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN
Alaudin Makassar 2017), h. 18-19

%Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit
Diponegoro, 2007), h. 204



22

a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI1/2004 tanggal 1
Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan
prinsip syariah

b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI1/2004 tanggal 14
Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah
diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September
2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah.

c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30
Januarai 2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum
Konvensional menjadi Bank Umum vyang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan
kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah oleh™ bank umum konvensional. Semua
Peraturan Bank Indonesia (PBI) diatas mewajibkan setiap bank
syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).*

4. Fungsi Dewan Pengawas Syariah
Merujuk pada surat keputusan DSN no. 3 tahun 2000,
dijelaskan bahwa dewan pengawas syariah (DPS) adalah bagian
dari lembaga keuangan syariah (LKS), dimana penempatan DPS

atas persetujuan DSN dengan fungsi DPS meliputi:

* Syarifatun Nisa’, “ Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Usaha
Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di BMT Jabung
Ponorogo)”, (Skripsi Syariah, IAIN Ponorogo, 2018), h. 41-42
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a. Melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada
di bawah pengawasannya;

b. Berkewajiban mengajukan ususl-usul pengembangan LKS
kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada
DSN;

c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang
diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalan
1 (satu) tahun anggaran.

d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan
pembahasan DSN.>

5. Kedudukan dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Dewan pengawas syariah dalam struktur perusahaan
setingkat dengan= fungsi: komisaris. sebagai pengawas direksi.

Adapun wewenangnya yaitu:

a. Melakukan pengawasan kepada manajemen dalam Kkaitan
dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap
sesuai dengan syariat islam.

b. Bertanggungjawab terhadap pembinaan akhlak seluruh
karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah
deprogram setiap tahun.

c. Mengawasi pelanggaran nilai-nilai islam di lingkungan

perusahaan tersebut.

® Ruslan Abdul Ghofur, “ Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan
Syariah Di Indonesia” Jurnal Al- ‘Adalah Vol. XI1, No. 3 (Juni 2015), h. 503.
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d. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang
dilaksanakan biro syariah.®
Tugas lain dewan pengawas syariah (DPS) adalah membuat
dan meneliti rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.
Dengan demikian dewan pengawas Syariah bertugas menyaring
pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh
dewan syariah nasional.
6. Mekanisme Penetapan Keanggotaan DPS di BMT Sabilil
Muttagien
a. Keanggotaan DPS
1) Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki
setidaknya tiga orang anggota DPS
2) Salah satu-dari jJumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua
3) Masa tugas keanggotaan DPS adalah empat tahun dan akan
mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal
dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan
syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.
b. Mekanisme pengangkatan calon Anggota DPS
1) Komite remunerasi dan nominasi memberikan rekomendasi
calon anggota dewan pengawas syariah kepada dewan

komisaris

Abdullah Amrin, Asuransi Syariah:Keberadaan Dan Kelebihannya Ditengah Asuransi
Konvensional, (Jakarta: PT. elex media komputindo, 2016), h. 230
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Berdasarkan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi
tersebut, dewan komisaris mengusulkan calon anggota
dewan pengawas syariah kepada direksi.

Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan
rekomendasi komisaris, rapat direksi menetapkan calon
dewan pengawas syariah untuk dimintakan rekomendasi
kepada Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak
memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang
disampaikan oleh direksi.

Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank
Indonesia atas calon DPS yang telah rekomendasi Majelis
Ulama Indonesia

Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan
atas calon'anggota dewan pengawas syariah dimaksud.
Rapat umum pemegang saham mengangkat anggota dewan
pengawas syariah yang telah mendapatkan rekomendasi
majelis ulama indonesia. Dalam hal pengangkatan calon
anggota dewan pengawas syariah oleh rapat umum
pemegang saham tersebut dilakukan sebelum adanya

persetujuan BIl, maka pengangkatan tersebut baru akan
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efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh Bank
Indonesia. ’
c. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap DPS

1) Menyediakan fasilitas yang layak bagi dewan pengawas
syariah antara lain ruang kerja, telpon, dan lemari arsip.

2) Bank menugaskan paling kurang satu pegawai untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungg jawab dewan
pengawas syariah.

d. Kewajiban DPS

1) Mengikuti fatwa-fatwa DSN

2) Mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah agar tidak
menyimpang dari ketentuan “dan prinsip syariah yang
difatwakan'DSN.

3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga
keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN
sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.®

7. Mekanisme Pengawasan DPS
Peran DPS sebagai lembaga pengawas resmi, tentu saja
berkewajiban penuh memastikan bahwa seluruh aktifitas keuangan

serta penetapan strategi tidak bertentangan dengan sistem

" Fadhilah Aziz, “Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Syariah
(Studi: Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar)”, (Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin
Alaudin Makassar 2017), h. 20-23

®Ibid, h. 20-23
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syariah.Hal ini yang lantas mendasar prinsip-prinsip dalam

pengawasannya yakni:

a. Jalbul Mushalih, vyakni upaya untuk menjaga dan
memaksimalkan unsur kebaikan supaya dapat terjaga lima
dasar resiko dalam kehidupan yakni, resiko moral, resiko
agama, resiko harta, resiko regenerasi dan resiko reputasi.

b. Dar’ul mufasid, yaitu untuk menghindarkan dari unsur-unsur
yang dapat menimbulkan Kkerusakan baik moral maupun
material.

C. Saddudz dzar’ah, yaitu upaya untuk mencegah dan
mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan
peraturan-peraturan lainnya.’

Pengawasan - sayariah harus dilaksanakan secara menyeluruh
berkesinambungan agar berbagai kemungkinan terjadinya
pelanggaran ~ dapat terdeteksi sejak dini. Pengawasan
menyeluruh meliputi:

1) Rigabah musbagah atau pengawasan prefentif yang
dilakukan pada tahapan penyusunan baebagai produk dan
penetapan strategi.

2) Rigabah lahigah atau pengawasan operasional yang

dilakukan untuk memastikan praktik bisnis seperti

® Fadhilah Aziz, Skripsi, h. 20-23
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pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya
tidak menyimpang dari syariah.
3) Rigabah a’mal atau pengawasan pada aspek keuangan dan
prilaku manajemen.
4) Rigabash dzatiyah atau pengawasan berbasis moral pada
aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut.™
8. Tugas Dewan Pengawas Syariah
Senada dengan DSN MUI, pada pasal 47 PBI Nomor
11/33/PBI1/2009 Tentang pelaksanaan: Good  Corporate
Governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah,
menjelaskan  bahwa tugas dan tanggung jawab DPS adalah
memberikan nasihat dan saran kepada direksi_serta mengawasi
kegiatan bank agar sesuai dangan prinsip syariah. Sedangkan tugas
dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:
a. Menilai dan™ memastikan pemenuhan prinsip syariah atas
pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
b. Mengawasi proses perkembangan produk baru bank agar sesuai
dengan fatwa DPS-DSN;
c. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank

yang belum ada fatwanya;

O1bid, h. 20-23
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d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip
syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan
penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan

e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari
satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.™

9. Peran DPS Menurut Aturan Perundang-Undangan

Aturan yang khusus berkaitan dengan DPS baru ada dalam
lembaga perbankan, dalam surat keputusan direksi bank Indonesia
tanggal 12 mei 1999 dalam ayat 2 dan 3 pasal 19 disebutkan
bahwa: bank wajib memiliki dewan pengawas syariah yang
berkedudukan ‘di- kantor pusat bank (head office). Persyaratan
sebagai anggota dewan pengawas syariah diatur dan ditetapkan
olen  dewan  pengawas nasional. DSN adalah lembaga otonom
dibawah majlis ulama indonoseia (MUI) yang semakin memiliki
legitimasi sejak diungdangkannya uu no. 21 tahun 2008 tentang
perbankan syariah.*?

DPS sendiri diatur dalam uu no 10 tahun 1998 tentang
perubahan atas undang-undang no 7 tanuh 1992 tentang perbankan
yang mengakomodasi DPS sebagai lembaga pengawas syariah
terhadap bank yang menerapan prinsip syariah. DPS, sebagaimana

diatur dalam peraturan bank indonesi (PBI) no. 6/24/PBI1/2004

"“Ruslan Abdul Ghofur, « Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan
Syariah Di Indonesia” Jurnal Al- ‘Adalah Vol. XI1, No. 3 (Juni 2015), h. 503

12 Setiawan Budi Utomo, “Kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syariah
Dikaitkan Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Tujuan NegaraKesejahteraan”,
(Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011), h. 278
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adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip
syariah dalam kegiatan usaha LKS. Dalam uu no.21 tahun 2008
memeberikan penegasan dengan mewajibkan bank syariah dan
unit usaha syariah (UUS) untuk membentuk DPS yang bertugas
untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta
mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS
diangkat oleh rapat umum pemegang saham (RUPS atas
rekomendasi MUI pasal 32).Uu inipun mengatur sanksi
administrative kepada anggota dewan pengawas Syariah yang
menghalangi dan/atau tidak melaksanakan prinsip syariah dalam
menjalankan usaha atau tugasnya (pasal 56).

Dalam pedoman dasar DSN ( bab Il ayat 5) terus
ditegaskan “dewan pegawas syariah adlah® badanyang ada di
lembaga keuangan dan bisnis syariah dan bertugas mengawasi
pelaksanaan keputusan (fatwa) dewan syariah nasional dilembaga
keungan syariah” sementara itu, pedoman rumah tangga DSN
(pasal 3 ayat 8) menegaskan kembali, “untuk lebih mengefektitkan
peran DSN pada lembaga keuangan dan bisnis syariah dibentuk
dewan pengawas syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilam DSN
pada lembsga keuangan dan bisnis syariah yang bersangkutan”.™

Dengan terwadahinya ulama dalam dewan syariah nasional

(DSN), ulama dapat mengeluarkan fatwa-fatwanya guna

Bbid, h. 278
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pengembangan produk, perluasan jenis transaksi dan hal-hal
oprasional lainnya yang bisa juga dilakukan oleh lembaga
keuangan syariah lainnya seperti pegadaian syariah. DSN tidak
hanya menjadi pedoman bagi perbankan syariah tapi juga lembaga
keuangan syariah lainnya.Dalam menjalankan kegiatan usahanya
fatwa DSN harus di jadiakan patokan.Demikian halnya di koperasi
syariah, DPS berfungsi memberikan fatwa kehalalan suatu produk
yang dikeluarkan koperasi syariah sekaligus mengawasi jalannya
produk tersebut yang dilakukan oleh penglolasesuai dengan fatwa-
fatwa dewan syariah nasional (DSN)."* Dewan syariah nasional
(DSN) sendiri merupakan bagian dari MUI yang membantu pihak
terkait, seperti departemen keuangan, bank Indonesia, dan lainnya
dalam menyususn: peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan
syariah. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar
dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah yang ditunjuk
dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan priode
masa bakti pengurus MUI pusat 5 (lima) tahun.

Produk fatwa DSN yang menjadi rujukan DPS diperbankan
syariah selanjutnya mendapat penguatan dari bank Indonesia (BI)
berupa dikeluarkannya peraturan bank Indonesia nomor
10/17/PBI1/2008 tentang produk bankan syariah dan unit usaha

syariah. Dari prespektif regulasi, perizinan, dan pengawasan

Y“Nur S Buchori, dkk, ManajemenKoperasi Syariah Teori & Praktek (Depok: Rajawali
Pers, 2019), h. 118
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menurut PBI ini, produk perbankan syariah dinyatakan sah apabila
memenuhi ketentuan bab Il pasal 2 yang menentukan bahwa bank
wajib melaporkan rencana produk baru kepada bank Indonesia. Hal
yang sama belum menyeluruh dilaksanakan di lembaga keuangan
syariah lainnya.

Selain sebagai pengawas, Dewan Pengawas Syariah juga
berperan sebagai advisor, yaitu pemberi nasehat, inspirasi,
pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan
jasayang inovatif untuk persaingan global. Sebagai marketer, yaitu
sebagai mitra strategis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas
industry LKS melalui - komunikasi massa untuk memberikan
motivasi, penjelasan dan edukasi public sebagai.penyiapan SDM,
dan " peran . strategis' | lainnya _dalam . bentuk hubungan
kemasyarakatan - (public realiationship). Sebagai supporter, yaitu
pemberi berbagai support dan dukungan baik networking,
pemikiran, motivasi, do’a dan lainnya untuk pengembangan
perbankan dan ekonomi syariah. Sebagai player, yaitu sebagai
pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik,
pengelola, nasabah penyimpanan/investor maupun mitra/nasabah

penyaluran dan pembiayaan.*

Ruslan Abdul Ghofur, « Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan
Syariah Di Indonesia” Jurnal Al- ‘Adalah Vol. XI1, No. 3 (Juni 2015), h. 504
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Dengan demikian peran DPS di perbankan syariah lebih
memiiki legitimasi dalam menjalankan tugasnya dibandingkan

lembaga keunagan syariah lainnya.

B. Kualitas

Kualitas merupakan salah satu indikator penting bagi
perusahaan untuk dapat eksis ditengah ketatnya persaingan dalam
industri.Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu
produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan
yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Dalam mendefinisikan kualiyas
produk, ada lima pakar utama dalam manajemen mutu terpadu (total
quality management) yang saling berbeda pendapat, tapi maksudnya
sama.

Menurut Tjiptono kualitas merupakan-suatu kondisi dinamis
yang berpengaruh. dengan produki.. jasa, manusia, proses dan
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan
menurut Laksana, kualitas dapat juga didefinisikan sebagai tibgkat
mutu yang diharapkan dan pengendalian keragaman dalam mencapai

mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen.®

®Evi Okatviani Satriyanti, “Pengaruh Kualitas Layanan, Kepuasan Nasabah Dan Citra
Bank Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Muamalat Di Surabaya”. Journal Of Bisiness And
Banking Vol. 2 No. 2 (November 2012), h. 174
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C. Kinerja keuangan syariah

Kinerja keuangan adalah hasil kegiatan operasional yang
disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan.Hasil kegiatan
perusahaan priode sekarang harus dibandingkan dengan Kkierja
keuangan masalalu, anggaran neraca dan laba rugi rata-rata kinerja
keuangan perusahaan sejenis.

Kinerja keuangan adalah analisis keuangan yang pada dasarnya
dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan di masa lalu,
dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi
keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-
potensi yang kinerjanya akan berlanjut

Dalam definisi lain kinerja keuangan diartikan gambaran
kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup
aspek penghimpunan dana maupun- dananya.

Selain itu kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai suatu prospek atau
masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi
perusahaan.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, kinerja
keuangan merupakan subuah gambaran umum kondisi keuangan pada
umumnya, yang telah melalui tahapan proses audit oleh akuntan yang
menghasilkan sebuah perusahaan.

Sama seperti perbankan lainnya perbankan syariah juga harus

dikatahui kinerjanya.Kinerja merupakan salah satu faktor penting yang
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menunjukkan efektifitas dan efisiensi perbankan syariah dalam
memcapai tujuannya.Kinerja keuangan bank mencerminkan
kemampuan operasional bank. Penurunan Kinerja secara terus menerus
dapat menyebabkan bank berada dalam keadaan yang tidak baik
bahkan dapat beresiko mengalami kebangkrutan. Apabila hal tersebut
tidak diselesaikan dengan segera maka akan berdampak besar pada
bank tersebut dengan hilangnya kepercayaan dari nasabah.
Adapun firman Allah SWT surah Al Ahgaaf (46:19) yang
menjelaskan tentang kinerja adalah sebagai berikut:
ALy by lac 2l shee 1 Sun s KT,

Artinya: “dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang
telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan
mereka, dan mereka tak dirugikan” (Q.S Al-Ahgaaf:19)"’

Adapun tafsir Ibnu Katsir ayat diatas firman Allah SWT: dan bagi masing-
masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Yakni
masing-masing dari mereka mendapat azab sesuai dengan amal
perbuatannya.Sedangkan mereka tidak dirugikan.Mereka tidak
dianiaya barang seberat zarrah pun atau yang lebih kecil dari padanya.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa sanya Allah pasti akan
membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah
mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan

dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi

Y"Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, h. 402
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organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari
kinerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.
Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dapat dilakukan
terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada
perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai
umpan baik yang akan memberikan informasi tentang prestasi
pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan

penyesuaian dan aktivitas perencanaan dan pengendalian tersebut.*®

D. Operasional
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) operasional adalah
bersifat operasi, berhubungan dengan operasi.*
Menurut para ahli
1." Husein Umar: pengertian operasional menurut husein umar adalah
penentuan’suatu. konstruck.-sehingga menjadi variable-variable
yang dapat diukur.
2. Nursalam: menurut Nursalam, pengertian operasional adalah
definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari suatu yang

didefinisikan tersebut.

®Meri Diana Putri, Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Umum Syarian Di
Indonesia Menggunakan Metode Sharia Conformity And Probability (SCnP) Model, (Skripsi
Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung, 2018), h. 23-25

¥Kamus Besar Bahasa Indonesia, On-Line, dapat dilihat di
https://kbbi.web.id/operasional, diakses 4 februari 2020
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3. Widjono Hs: Pengertian operasional menurut Widjono Hs adalah
batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk
melakukan suatu kegiatan atau pun pekerjaan.

4. Asep Hermawan: menurut Asep Hermawan, pengertian
operasional adalah penjelasan bagaimana kita dapat mengukur
variable. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan angka-angka
maupun atribut-atribut tertentu.

5. Rhonda Abrams & Alice Laplante: menurut Rhonda Abrams &
Alice Laplante bahwa pengertian operasional adalah aspek yang

penting karena tanpanya, maka tidak ada yang dapat dikerjakan.”

E. Baitul Mal wa Tamwil

Baitul mal wat tamwil lebih dikenalnya dengan sebutan
BMT.Yang terdiri dari dua istilah yakni baitul-mal dan baitil tamwil.
Secara harfiahratau-lughowi baitul'maal berarti rumah dana dan baitul
tamwil berarti rumah usaha. Bait yang artinya rumah dan tamwil
(pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya maal atau harta.
Jadi baitul tamwil dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan
usaha atau tempa mengembangkan harta kekayaan.

Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang
mengumpulkan dana dari zakat, infak dan sadagoh kemudian

disalurkan kepada yang berhak. Sedangkan baitul tamwil sebagai

27ulkifli Rusby, Zulfadli Hamzah, Hamzah, “Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)”, Jurnal Al-Hikmah Vol.
13 No. 1 (April 2016), h. 22
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usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk
menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan

ekonomi.?*

Pendirian BMT dilandasi oleh 3 faktor yaitu:

1. Faktor Filosofis
Secara filosofis, gagasan pendirian BMT didasarkan pada
kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi islam (figh al
muamalah) dalam praktik. Prinsip-prinsip ekonomi yang
berdasarkan ketauhidan, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-
menolong, dan toleransi menjadi kerangka filosofis bagi pendirian
BMT di Indonesia.Selain itu, asas-asas muamalah seperti
kekeluargaan, gotong royong, mengambilmanfaat dan menjauhi
mudharat Serta kepedulian terhadap-golongan ekonomi lemah
menjadi dasar-utama bagi kepentingan mendirikan BMT di
Indonesia.
2. Secara Sosiologis
Secara sosiologis, pendirian BMT di Indonesia lebih
didasarkan pada adanya tuntunan dan dukungan dari umat islam
bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syariah. Seperti
diketahui umat islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia,
tetapi belum ad lembaga keuangan berbasis syariah. Ide mendirikan

BMT mencuat kepermukaan pada awal 1990-an.

Zbid, h. 22
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3. Secara Yuridis
Secara yuridis, pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh
keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkann UU No. 7/1992
tentang perbankan dan PP No. 72 tentang Bank Perkreditan Rakyat
berdasarkan bagi hasil. Ketika bank-bank syariah didirikan di
beberapa wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti
kebijakan pemerintah tersebut.?

Lahirnya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha
ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat
pada umumnya.Dan mempunyai sifat, yaitu memiliki usaha bisnis
yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan
dikelola secara professional serta berorientasi untuk kesejahteraan
anggota dan masyarakat lingkungan.

BMT mempunyai visi, yaitu menjadi lembaga keuangan yang
mandiri, sehat dan Kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat
sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi
Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan ujmat
manusia pada umunya.

Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggotan
dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan eoonomi
ribawi, gerakan pembardayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan

ekonomi riil dan kelembagaanya menuju tatanan perekonomian yang

2Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2015), h. 316-317
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makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur

masyarakat madani yang adil, makmur, maju berlandaskan syariah dan

ridha Allah SWTZ

sebagai

a.

Peran BMT dimasyarakat menurut Heru dalam Nur adalah
berikut.

Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah.
Aktif melakukan sosialisasi ditengah masarakat tentang arti
pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan
dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang
islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi
timbangan, jujur terhadap konsumen.

Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus
bersikap aktif-menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan
mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan,
penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah
atau masyarakat umum.

Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang
masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu
memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana
dengan segera. Maka BMTharus mampu melayani masyarakat
lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, berokrasi yang

sederhana.

Z1bid, h. 318
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d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakan dengan distribusi yang
merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat
yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karna itu
langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka
pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya
dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan
kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis

pembiayaan.?*

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat
yangsaalam yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Prinsip BMT adalah:

1. Ahsan (Mutu hasil kerja yang terbaik), thayyiban (terindah),
ahsana’amalu_(memuaskan semua pihak), dan sesuai nilai-nilai
salam (kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan).

2. Barakah yaitu berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan
jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab
sepenuhnya kepada masyarakat.

3. Spritual communication (penguatan nilai rupiah)

4. Demokratis, partisifatif, dan inklusif.

5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif.

*Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Solo: Era Adicitra Intermedia,
2011), h. 379-380
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6. Ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan
budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
7. Keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan

kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.?

BMT mempunyai beberapa fungsi diantaranya meliputi:

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola
menjadi lebih profesional, salaam(selamat, damai, dan sejahtera)
dan amanah sehingga semakin utuh dan tanguh dalam berjuang dan
berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

2. Mengorganisasi dan memobilisasi dan sehingga dana yang dimiliki
oleh masyarakat dapat memanfaatkan secara optimal didalam dan
diluar organisa untuk kepentingan rakyat banyak.

3. Mengembangkan kesempatan kerja.

4. Mengukuhkan™dan meningkatkan kualiatas usaha dan pasar
produk-produk anggota.

5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga
ekonomi dan sosial rakyat banyak.?

Kendala yang dihadapi oleh BMT dalam pengembangan BMT adalah:

1. Akumulasi kebutuhan dana masarakat belum bisa dipenihu oleh

BMT. Hal ini menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu

pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dan pembiayaan

Z)bid, h. 385
1bid, h. 385-386
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yang diberikan oleh BMT belum tentu memadai untuk modal
usaha masyarakat.

Meskipun BMT sudah banyak dikenal di masyarakat, tetapi
masyarakat masih berhubungan dengan rentenir. Arena masyarakat
menginginkan pelayanan yang cepat, meskipun mereka harus
membayar bunga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan masih
banyak BMT yang sepertin rentenir, yang artinya BMT belum
mampu memberikan pelayanan yang memadaidalam jumlah dana
dan waktu.

. Beberapa BMT  cenderung menghadapi masalah yang sama,
misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang
tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi di-tempat lain juga
bermasalah. Oleh-karna itu, perlu upaya dari masing-masing BMT
untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak
nasabah yang berasalah.

. BMT cenderung menghadap BMT lain sebagai pesaing yang harus
dikalahkan, bukan sebagai mitra atau patner dalam upaya untuk
mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang
dihadapi. Sehingga menyebabkan tingkat persaingan yang tidak

islami bahkan akan mempengaruhi pola pengelolaan BMT.
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5. BMT lebih mementingkan menjadi baitul tamwil dari pada baitul
ma. Dimana BMT lebih banyak menghimpun dana yang digunakan

untuk bisnis dari pada untuk mengelola zakat, infak dan sadagah.?’
Ciri-ciri utama BMT vyaitu:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan
pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan
lingkungannya.

2. Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk
mengefektifkan penggungaan zakat, infag, dan sedekah bagi
kesejahteraan orang banyak:

3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat
disekitarnya.

4. Milik-bersama masyarakat kecil dan-bawah dari lingkungan BMT
itu sendiri, bukan milik? orang seorang atau orang dari luar

masyarakat itu.

Disamping ciri-ciri utama diatas, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus,

yaitu:

1. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan
produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai

penyetor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.

2’ M Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi, h. 396-397
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2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah
staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak
dilapangan untuk mendapatkan nasabah penyetor dana, memonitor,
dan menyupervisi usaha nasabah.

3. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan
tempatnya biasanya di madrasah, masjid, atau usaha, ditentukan
sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah
pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari
nasabah BMT.

4. Manajemen BMT diselenggarakan secara professional dan Islami,
dimana:

a. Administrasi keuangan, pembukaan dan prosedur ditata dan
dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar
akuntansi- Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip
syariah.

b. Aktif, menjemput bola, beranjangsana, berprakarsa, proaktif,
menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah
dengan bijak, bijaksana, yang memenangkan semua pihak

c. Berpikir, bersikap dann prilaku ahsanu amala (service

excellence).”®

BMT sebagai Baitul Tanwil menjalankan operasi simpan

pinjam syariah tanpa bunga yang menawarkan produk-produk syariah

2Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h.
475-476
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seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Bal Salam, Wadhiah,

Al-Qarh  dan sebagainya. Dalam  kegiatan

menggunakan 3 prinsip yaitu:

1. Prinsip Bagi Hasil:

a.

b.

C.

d.

Mudharabah
Musyarakah
Muzara’ah

Musagah

2. Jual beli dengan margin (keuntungan)

a.

b.

C.

Murabahah

Ba’l As-Salam

Ba’I Al-lIstisna

3." Sistem profit lainnya:*®

operasionalnya

Kegiatan-operasional dalam'menghimpun dana dari masyarakat

dapat berbentuk Giro wadiah, Tabungan Mudharabah, Deposito

Investasi Mudharabah, Tabungan Haju, dan Tabungan Qurban. Baitul

Mal wa Tamwil suatu lembaga keuangan mikro syariah yang

digerakkan awal Tahun 90-an oleh para aktivis muslim yang resah

melihat keberpihakan ekonomi negara yang tidak berpihak kepada

pelaku ekonomi kecil dan menengah.*®

2 Abdul Aziz Dan Mariyah Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer,
(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 119-120
%Ibid, h. 119-120
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Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah
nonperbankan yang sifatnya informal. BMT disebut informal karna
lembaga keuangan ini didirikan oleh klompok swadaya masyarakat.
BMT tidak termasuk lembaga keuangan formal yang dijelaskan dlam
UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dapat dioperasikan
untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Proses
pendirian BMT tidak terlepas dari mengenai lokasi atau tempat usaha
BMT. Tempat pendirian BMT sebaiknya berlokasi ditempat yang
banyak banyak kegiatan-kegiatan ekonomi para anggotanya
berlangsung, baik anggota penyimpanan dana maupun pengembang

usaha atau pengguna dana.

BMT dapat didirikan oleh:

=

Sekurang-kurangnya 20 orang

2. Satu perdiri dengan lainnya sebaiknya tidak memiliki hubungan
keluarga vertical dan horizontal satu kali.

3. Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di
sekitar daerah kerja BMT.

4. Pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian, jika

disepakati oleh rapat para pendiri.

Untuk modal BMT terdiri dari:

1. Simpanan pokok (SP) yang ditentukan besarnya sama besar untuk

semua anggota.
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2. Simpanan pokok khusus (SPK) yaitu simpanan pokok yang khusu
di peruntukan untuk mendapatkan sejumlah modal awal, sehingga
memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian
dan memulai operasiny. Jumlahnya dapat berbeda antar anggota

pendiri.

Setelah BMT berdiri maka perlu diperhatikan struktur
organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri dari badan pendiri,
badan pengawas, anggota BMT dan badan pengelola. Para anggota
BMT melakukan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka
rela untuk menambah dana BMT. Untuk memberikan keuntungan bagi
hasil® kepada anggota, khususnya bagi anggota yang menyimpan
uangnya di simpanan.sukarela.maka BMT harus memiliki keuntungan
pemasukan dari hasil usaha pembiayaan yang diberikan kepada pada
anggotanya.«BMT. harus melakukansjemput bola dalam membina
penggunaan dana BMT agar para anggota beruntung cukup besar dan

BMT juga akan memperoleh untung yang cukup besar.

Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, BMT
juga dapat mengembangkan usahanya melalui sektor rill seperti kKios
telepon, swalayan, travel dan lain-lain. Usaha di sektor rill tidak boleh

menyaingi usaha anggota, tetapi harus mendukung dan memperlancar
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pengorganisasian secara bersama-sama keberhasilan usaha anggota

dan kelompok anggota berdasarkan jenis usaha yang sama.®

. Tinjauan Pustaka

Untuk pengamatan yang lebih dalam, maka peneliti berusaha
untuk melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu yang
memiliki keterkaitan terhadap bahasan yang akan di teliti oleh peneliti,
dan juga menggunakan sumber yang relevan termasuk menggunakan
literatur guna memperkuat penelitian.

Berdasarkan pencermatan penyusun sudah ada yang meneliti
tentang peran dewan pengawas syariah, namun belum ada penelitian
tentang analisis dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kualitas
Kinerja operasional.:

Itsna~Nur Farikhah, dengan judul “ implementasi peran dan
fungsi dewan'pengawas syariah-(DPS).pada koperasi simpan pinjam
pembiayaan syariah (KSPPS) (studi kasus di forum koperasi syariah
bojonegoro)”, kesimpulan dari penelitian ini adalah pada KSPPS yang
ada di Bojonegoro banyak yang sudah memiliki dewan pengawas
syariah yang bersifat DSN-MUI namun pelaksanaan tugas atau
menjalankan fungsinya sebagai seorang DPS belum maksiamal atau
bisa dikatakan tidak berjalan. Serta ada KSPPSyang tidak mempunyai
DPS. Namun ada juga KSPPS yang sudah memiliki DPS dan

melakukan fungsi, tugas, serta wewnangnya sebagai seorang DPS

120

%1 Abdul Aziz Dan Mariyah Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, h. 119-
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tentunya bersadarkan fatwa DSN-MUI No.3 tahun 2000 tentang
petunjuk pelaksanaan penetapan anggota dewan pengawas syariah.*
Riswindya Fajar Insani, dengan judul penelitian “analisis peran
deean pengawas syariah di bmt ramadana satiga” dengan kesimpulan
pengawas sSyariah berperan untuk memastikan dan mengawasi
operasional BMT sebagai koperasi yang menjalankan operasional yang
sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi dalam kenyataannya dewan
pengawas syariah di BMT Ramadana belum berjalan sesuai perannya
bagaimana mestinya yang dijelaskan oleh bapak fagih nabhan, dilihat
dari ketidak maksimalnya peran para dewan pengawas syariah, dimana
dalam struktur organisasi tertera para nama anggota dewan pengawas
syariah, tetapi dalam pelaksanaan kegiataannya belum berjalan secara
aktif. Karena adanya peran: DPS dalam suatu BMT inilah yang

kemudian dapat membangun kepercayaan masyarakat.*

%’Itsna Nur Farikhah “Implementasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Pafa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Studi Kasus Di Forum Koperasi
Syariah Bojonegoro)” (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Wlisongo,
Semarang, 2018), h. 64

**Riswindya Fajar Insani, ¢ Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Di BMT Ramadana
Salatiga” (Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017), h. 42
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Lampiran 1

10.

Kisi-Kisi Wawancara dengan Ketua Lembaga

Bagaimana sejarah berdirinya BMT Sabilil Muttagien?

Apa saja produk yang ada di BMT Sabilil Muttagien?

Bagaimana strtuktur di BMT Sabilil Muttagien?

Sejak kapan BMT Sabilil Muttagien diawasi oleh dewan pengawas
syariah?

Bagaimana mekanisme kerja dewan pengawas syariah di BMT Sabilil
Muttagien?

Berpengaruhkah kinerja dewan pengawas Syariah terhadap reputasi BMT
Sabilil Muttagien dimata nasabah?

Sejauh mana keterlibatan dewan pengawas Syariah dalam mengawasi
kinerja operasional di BMT Sabilil Muttagien?

Ketika terjadi pelanggaran, bagaimana tindak lanjut pihak BMT Sabilil
Muttagien?

Adakah prestasi kerja yang pernah di capai dewan pengawas selama ini?

Bagaimana penilaian Bapak terhadap kinerja dewan pengawas syariah?

Kisi-Kisi wawancara dengan Ketua Dewan Pengawas Syariah

Sejak kapan Bapak menjabat sebagai dewan pengawas syariah di BMT
Sabilil Muttagien?
Apa sajakah yang di awasi oleh dewan pengawas syariah di BMT Sabilil

Muttagien?



Bagaimana mekanisme kerja khusus dalam mengawasi kegiatan
operasional sebagai dewan pengawas syariah di BMT Sabilil Muttagien?
Menurut Bapak bagaimana kegiatan operasional yang berada di BMT
Sabilil Muttagien?

. Adakah prestasi yang pernah dicapai dewan pengawas syariah selama ini?
. Apa target kerja dari dewan pengawas syariah setiap tahunnya?

. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas di BMT
Sabilil Muttagien terutama dalam mengawasi kegiatan operasional?

Bagaimana solusi dalam menghadapi kendala tersebut?

Kisi-Kisi Wawancara dengan Karyawan

. Sejak kapan anda bekerja sebagai karyawan di BMT Sabilil Muttagien?

. Sejauh mana Kketerlibatan dewan pengawas Syariah dalam mengawasi
kegiatan operasional-di BMT Sabilil Muttagien?

Bagaimana bentuk Kkerja-sama antara karyawan dan dewan pengawas
syariah dalam pengawasan?

Bagaimana penilaian bapak/ibu mengenai kinerja dewan pengawas syariah

selama ini?
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Kerangka Dokumentasi

Prihal

Keterangan

1. Sejarah BMT Sabilil Muttagien

2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Sabilil

Muttagien

3. Produk-Produk BMT Sabilil Muttagien

4. Struktur BMT Sabilil Muttagien

5. Keadaan sarana dan prasarana BMT Sabilill

Muttagien

6. Keadaan Karyawan BMT Sabilil Muttagien

7. Program, sasaran dan kebijakan BMT Sabilil

Muttagien

8. Photo
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Dokumentasi di BMT Sabilil Muttagien













	cover.pdf (p.1-13)
	bab 1.pdf (p.14-31)
	BAB II.pdf (p.32-63)
	bab 3.pdf (p.64-80)
	Bab 4.8.pdf (p.81-94)
	BAB V.pdf (p.95-96)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.97-99)
	Lampiran.pdf (p.100-106)

